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PUTUSAN
Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.Pga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata dalam tingkat pertama berdasarkan sidang Hakim Tunggal telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :
PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx,
tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM., sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XxxxxXx,

tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober

2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam

dengan Nomor : 208/Pdt.G/2021/PA.Pga, tanggal 11 Oktober 2021 telah

mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 03 Agustus 1979 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah, XxxXx XXXxx Xxxx sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/1/2012 tanggal 06 Januari 2012;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah yang beralamat di KOTA PAGAR ALAM di rumah orang tua
Tergugat, kemudian pada tahun 2015 Penggugat dan tergugat pindah ke
KOTA PAGAR ALAM rumah sendiri sampai dengan sekarang;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
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a. Eka Andriani binti Andik, lahir xx xxxxxxxx, 03 Mei 1983;

b. Winda Liah binti Andik, lahir di Suka Jadi, 11 Mei 1985;

c. Megi Anggara bin Andik, lahir di Suka Jadi,16 Mei 1996;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 38 Tahun, namun sejak
bulan Februari tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun
yang menjadi penyebabnya adalah:

a. Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat terpaksa
bekerja sendiri sebagai buruh tani;

b. Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan sering keluar malam
tanpa tujuan yang jelas;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2021,
Penggugat meminta uang untuk keperluan sehari-hari tetapi Tergugat
marah. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat merasa tidak mampu lagi
berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan
jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir
bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap
Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan
rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan
satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai
dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f
PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan
untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil
dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan
karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 mediasi
mengharuskan kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak
hadir di persidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut, namun demikian Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha
menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan
mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil maka
dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA
Kecamatan Dempo Tengah, xxxx Xxxxx xxxX., Nomor Il/Il/l/2012 Tanggal 06
Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
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dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi
kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat

tinggal di Simpang Il Pumu Kecamatan Tanjung Sakti Puml Kabupaten

Lahat,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi memiliki
hubungan sebagai saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Eka Andriani binti
Andik, lahir xx xxxxxxxx, 03 Mei 1983, Winda Liah binti Andik, lahir di
Suka Jadi, 11 Mei 1985 dan Megi Anggara bin Andik, lahir di Suka
Jadi,16 Mei 1996;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih
sejak bulan Februari tahun 2018 mulai tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja
mencari nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam
rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri sebagai buruh tani
dan Tergugat juga kurang peduli terhadap Penggugat dan sering keluar
malam tanpa tujuan yang jelas;

- Bahwa, saksi mengetahui karena sering diberitahu oleh Penggugat jika

Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah
rumah sejak bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan sekarang dan
sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya sudah tidak saling
menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri lagi;
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- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi maupun keluarga Penggugat pernah menasehati atau
mendamaikan keduanya namun saksi melihat rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat
tinggal di XXXXX XXXX, XXXXXX, XXX XXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX
xxxx Selatan, xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi memiliki
hubungan sebagai keponakan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Eka Andriani binti
Andik, lahir xx xxxxxxxx, 03 Mei 1983, Winda Liah binti Andik, lahir di
Suka Jadi, 11 Mei 1985 dan Megi Anggara bin Andik, lahir di Suka
Jadi,16 Mei 1996;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih
sejak bulan Februari tahun 2018 mulai tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja
mencari nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam
rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri sebagai buruh tani
dan Tergugat juga kurang peduli terhadap Penggugat dan sering keluar
malam tanpa tujuan yang jelas;

- Bahwa, saksi mengetahui karena sering diberitahu oleh Penggugat jika
Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah
rumah sejak bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan sekarang dan
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sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya sudah tidak saling
menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi maupun keluarga Penggugat pernah menasehati atau
mendamaikan keduanya namun saksi melihat rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu
apapun lagi, kesimpulan Penggugat tetap pada pokok gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat
dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan
dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan
patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil
atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang
sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan
ketentuan pasal 49 huruf (@) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua
atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal
ini adalah menjadi kewenangan mutlak ( absolut kompetensi ) Pengadilan
Agama,

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
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7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 upaya
perdamaian oleh Hakim Tunggal dan mediasi melalui Mediator tidak dapat
dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Hakim
Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar
bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan
rumah tangganya tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun
sejak bulan Februari tahun 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah
diuraikan dalam duduk perkara hingga akhirnya pada bulan Oktober tahun 2021
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan,
berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap
yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil
Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap;

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Hakim Tunggal akan
mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena
terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan
Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Penggugat tetap
diwajibkan untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan
suami istri untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu
bukti P untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dan bukti P tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di
persidangan serta saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimana bukti P
serta keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bedasarkan bukti P dan keterangan para saksi
dipersidangan dapat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat adalah benar
bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pagar Alam, maka
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sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009,
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini ( Relatif Kompetensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P juga telah terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu
Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas
sebagai pihak (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah
memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175
RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu
memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas
serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud
Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut
menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan
pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi
tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua
saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan
dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta
hukum sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,
masing-masing bernama Eka Andriani binti Andik, lahir xx xxxxxxxx, 03 Mei
1983, Winda Liah binti Andik, lahir di Suka Jadi, 11 Mei 1985 dan Megi
Anggara bin Andik, lahir di Suka Jadi,16 Mei 1996;
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.
Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari tahun
2018 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah
sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga
Penggugat terpaksa bekerja sendiri sebagai buruh tani dan Tergugat juga
kurang peduli terhadap Penggugat dan sering keluar malam tanpa tujuan
yang jelas;

o

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan
Oktober tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi
dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban
sebagai suami isteri lagi;

.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan berdamai oleh saksi
maupun pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena rumah

tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
sebagaimana dimaksud Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas
dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Hakim Tunggal berpendapat
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan
untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga
tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Hakim Tunggal berpendapat
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bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab
percekcokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu
dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat
dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang
sedapat mungkin dihindari, namum apabila tujuan perkawinan sudah tidak
dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi
sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi
kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih
pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Figh Sunnah
Jilid 1l halaman 188 sebagai berikut:

el 0lSs ol BlLicl ol azg )l diny ioldl s3) lalges cais 306
o 5289 Laglliol oy & sl plgs o Glay Y Loo
aisl, aallo uola)l Lealls Lagin 7MoY

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau
dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab
tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga
sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan
perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan maka sesuai
ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9
Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian
gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum

pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal
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119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal akan menjatuhkan
talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;
Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4, Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.
835.000 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pagar Alam dalam sidang Hakim
Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 18 Oktober
2021 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1443 H. oleh Imam
Mujaddid Alhakimi, Lc. sebagai Hakim Tungal dan pada hari itu juga diucapkan
oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum
dengan dibantu oleh Hj. Mabhillah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,
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Hj. Mahillah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran . Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 470.000,00
4. Biaya PNBP : Rp. 30.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Biaya meterai : Rp. 10.000,00
6. Biaya PBT : Rp. 235.000,00

Jumlah : Rp. 835.000,00

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
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